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Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kemungkinan kebingungan (likelihood of confusion)
dapat menjadi suatu alasan untuk membatalkan Merek terdaftar. Likelihood of Confusion terkandung di
dalam Article 16 (1) TRIPs Agreement sebagai syarat suatu Merek dapat ditolak atau dibatalkan
pendaftarannya. Syarat ini dianut oleh negara Amerika Serikat dan Inggris dalam regulasi perlindungan
Mereknya. Akan tetapi, Indonesia tidak mengatur mengenai syarat likelihood of confusion dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Walaupun demikian, terdapat
pertimbangan Majelis Hakim di Indonesia yang mencoba mempertimbangkan likelihood of confusion
sebagai alasan pembatalan Merek, yakni pada Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst.
Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis-normatif berdasarkan data yang diperoleh dari data
kepustakaan. Penelitian ini pertama-tama akan membandingkan pengaturan dan penerapan terkait likelihood
of confusion di Negara Amerika Serikat dan Inggris berdasarkan kasus. Kemudian akan dibandingkan
dengan pengaturan di Indonesia yang selaras dengan likelihood of confusion dan bagaimana hal tersebut
diterapkan dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst. Pada prinsipnya, likelihood of
confusion selaras dengan persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun hanya bersandar pada ada atau
tidaknya kemiripan pada Merek dan jenis barang/jasa. Padahal, likelihood of confusion dapat dilihat dari
sudut pandang lain apabila Majelis Hakim bersedia meluaskan cara penilaiannya terhadap persamaan pada
pokoknya sebagaimana dilakukan di Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, Indonesia juga diharapkan
dapat menyertakan klausul kebingungan (confusion) untuk menolak dan membatalkan Merek agar
pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst dapat menjadi suatu
ratio decidendi atau legal reasoning yang memadai.

...... Thisresearch is aimed to discuss how the doctrine of Likelihood of Confusion may be applied as
grounds for the cancellation of aregistered trademark. Likelihood of Confusion is contained within Article
16 (1) TRIPS Agreement as a prerequisite to refuse or cancel atrademark’s registration. This prerequisiteis
also mirrored within the United States of Americaand United Kingdom’ s trademark regulation. However,
Indonesia has not adopted this likelihood of confusion prerequisite in Law Number 20 of 2016 regarding
Trademark and Geographical Indication. Even so, there exist ajudge’ s consideration which has adapted to
include the likelihood of confusion as a ground for cancelling a registered trademark, namely Decision
Number 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst. This research will adopt the juridical-normative approach
based on literature data. This research will be firstly served by comparing the regulation and application of
likelihood of confusion within cases found in the United States of America and the United Kingdom. Then
comparison with regulations in Indonesiarelating to likelihood of confusion will be made and how it is
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adapted into Decision Number 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst. Essentially, the Trademark Law of
Indonesia only depends on whether similarity can be found within the mark and the types of goods/services.
In fact, the likelihood of confusion can be seen from another perspective if the judges are willing to expand
their assessment of the similarities in essence as is done in United States and the United Kingdom. Apart
from that, Indonesia can hopefully include a confusion clause for refusing and cancelling trademarksin
order to make the judges consideration found within Decision Number 101/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Jkt.Pst
asaratio decidendi or an ample legal reasoning.



